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Abstract 
This study aimed to describe the Quality of Service Fund Disbursement Order in Treasury 
Sector Financial Management Revenue and Asset Sigi. The research method used was qualitative .. 
To get more in-depth information in this study determined the informant with Porpusive Sampling 
technique and who became informants in this study is the Head of Treasury, Treasury Employees 
in the Field, and the service user. Sources of data in this study are primary data and secondary 
data. Data Collection Techniques done by observation, interview and documentation. Analysis of 
the data in this study is the reduction Data, Data Presentation, Withdrawal Conclusions and 
Verification, Eligibility Checking Data. The results of this study describes the Quality of Service 
Fund Disbursement Order in Sector Treasury Management Revenue Finance and Asset Blood Sigi 
Regency, based on research results have not been implemented to the fullest. This is evidenced by 
five indicators used as a benchmark in the study focused only two studies were met and that the 
indicator responsiveness (responsiviness) and indicators of empathy (empathy). Meanwhile, other 
indicators such as Tangibles (physical evidence) is not maximized, Reliability (reliability) have not 
materialized, and Assurance (guarantees and certainty) is not adequate. 
Keywords: Quality of Service, Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance,                    
Emphaty   
Di era otonomi saat ini pembangunan 
yang dilaksanakan Kabupaten/Kota sebagai 
daerah otonom dengan tingkat dinamika yang 
bervariasi telah banyak memperlihatkan 
keberhasilan baik dari segi sarana dan 
prasarana dibidang pemerintahan, 
pembangunan maupun kemasyarakatan. 
Namun dibalik keberhasilan tersebut  kita 
juga menghadapi dan merasakan masalah dan 
tantangan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
masyarakat  yang lebih demokratis  melalui 
tuntutan reformasi disegala bidang 
kehidupan, khusunya dalam bidang 
pelayanan. 
Pelayanan adalah kunci keberhasilan 
bagi suatu kegiatan terutama sekali bidang 
jasa dan akan menjadi lebih penting lagi jika 
dalam kegiatan itu terdapat kompetisi, yang 
cukup tinggi dalam market shere atau 
customer. Dampat positif  kompetisi adalah 
bahwa masing-masing kegiatan usaha 
tersebut akan selalu berusaha memberikan 
pelayanan yang terbaik dengan berbagai 
metode atau cara atau teknik yang dapat 
menarik customer untuk memakai jasa usaha 
tersebut. Dengan demikian bermunculah 
sistem layanan baru yang umumnya akan 
cepat dan memuaskan customer. Persaingan 
ketat antar usaha ini umumnya terjadi pada 
sektor swasta.  
Pada sektor pemerintahan, pelayanan 
itu sangatlah pentingnya, bahkan peranannya 
lebih besar lagi karena menyangkut 
kepentingan umum. Memang persaingan di 
sektor pemerintahan tidak seperti persaingan 
disektor swasta yang merupakan persaingan 
antar perusahaan. Pada sektor pemerintahan 
tidak akan ditemuai persaingan antar 
organisasi misalnya dalam memberikan 
pelayanan  penagihan dan penerbitan Surat 
Perintah Pembayaran. Contoh persaingan 
seperti ini tidak akan terjadi di sektor 
pemerintahan karena seluruh tugas dan 
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fungsi setiap bagian telah ditentukan masing-
masingnya sehingga tidak akan terjadi 
overlap antar masing-masing unit kerja.  
Pemerintah mempunyai pesaing yang 
dinamakan hak yaitu warganegara untuk 
mendapatkan pelayanan. Pelayanan menjadi 
hak ikutan dalam pemenuhan atas hak dasar 
dan hak asasi, maksudnya karena pemerintah 
telah menjadi suatu perwakilan masyarakat 
atau warga negaranya dalam mengatur 
negara maka warga negara berhak dilayani. 
pemerintah sangat wajib melayani hak-hak 
warga negaranya dalam bentuk apapun dan 
disesuaikan dengan Peraturan Perundangan-
undangan yang berlaku. Pengaturan ini 
dimaksud untuk lancarnya pemberian hak 
kepada warga negara karena jumlah warga 
negara yang dilayani adalah jutaan orang. 
Untuk melayani warga negara, pemerintah 
harus bersaing antara pelayanan yang baik 
atas hak warga negara dengan kepuasan yang  
dirasakan oleh warga negara.  
Kabupaten Sigi  sebagai salah satu 
Kabupaten termuda di Indonesia terletak di 
Provinsi Sulawesi Tengah dan sebelumnya 
merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 
Donggala. Berdirinya kabupaten Sigi yaitu 
berdasarkan Keputusan DPRD Donggala No. 
9/2005, Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi 
Tengah No.5/2006, dan SK Gubernur 
Sulawesi tengah Nomor 135.52/28/ 
ROPEM.G.ST/2006. Selanjutnya  pada 
tanggal 21 Juli 2008, Undang-Undang No.27 
tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sigi. 
Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) 
dengan luas wilayah 5.196,02 km2 
Kabupaten Sigi terdiri dari 15 Kecamatan 
dan 156 Desa, Salah satu tujuan utama 
Pemerintah Kabupaten Sigi adalah 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
Pemerintah kabupaten Sigi sebagai 
institusi yang mempunyai wewenang dalam 
penentuan kebijakan pembangunan daerah 
harus mampu mendorong proses 
pembangunan kearah pencapaian tujuan –
tujuan pembangunan. Beberapa dimensi yang 
perlu diperhatikan dalam tujuan 
pembangunan Kabupaten Sigi adalah 
terwujudnya pertumbuhan, keterkaitan, 
pemerataan, keberimbangan dan 
kemandirian. Apalagi indikator kesejahteraan 
masyarakat diukur melalui Human 
Development Index (HDI) atau indeks 
pembangunan manusia (IPM) yang sangat 
dipengaruhi oleh kondisi derajat kesehatan, 
pendidikan dan situasi ekonomi.  
Sehubungan dengan itu, Pemerintah 
Kabupaten Sigi berupaya untuk mewujudkan 
keseimbangan fiskal dengan 
mempertahankan kemampuan keuangan 
daerah yang   bersumber  dari   pendapatan 
pajak dan sumber-sumber lainnya guna 
memenuhi keinginan masyarakat. Dalam 
rangka mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, 
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban 
menerapkan prinsip efisien dan efektif serta 
sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, 
Menyelenggarakan kewenangan tersebut 
sesuai lingkup tugas masing-masing ke 
dalam suatu Organisasi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi 
sebagai instansi yang menerbitkan Surat 
Perintah Pembayaran Dana dilaksanaka oleh 
Bidang Perbendaharaan, dalam proses 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
yang di lakukan oleh Bidang Perbendaharaan 
didalam melaksanakan tugas terdapat 26 
pegawai yang terdiri dari 13 Pegawai Negeri 
Sipil dan 13 Pegawai Honorer. 
SP2D merupakan dokumen yang di 
terbitkan oleh kuasa  Bendahar Umum 
Daerah (BUD) dengan meneliti kelengkapan 
dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) 
yang di ajukan oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA). SP2D adalah surat yang di 
pergunakan untuk mencairkan dana lewat 
Bank yang di tunjuk setelah SPM di terima 
oleh BUD.  Dalam Proses Penatausahaan 
Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 
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Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. Secara garis besar permendagri no 
13 tahun 2006 mengatur tentang penerimaan 
dan pengeluaran daerah. Hal tersebut pula 
lebih ditegaskan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah.  
Dalam pengurusan SP2D dibidang 
perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi di harapkan dapat 
memberikan pelayanan dapat mencapai 
indikator pelayanan yang berkualitas, sebagai 
mana yang dikemukana oleh Parasuraman, 
et.al yang dikutip oleh Lupiyoadi (2001:148) 
menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat 
di ukur dengan  indikator Tangibles (bukti 
fisik), Reliability (keandalan), 
Responsiveness (daya tanggap), Assurance 
(jaminan dan kepastian), dan Emphaty  
(empati).  Dengan demikian pelayanan SP2D 
yang di harapakan dapat sesuai dengan 
harapan baik itu pemberi layanan maupun 
pengguna jasa. 
Dalam pengurusan Surat perintah 
pencairan dana bidang perbendaharaan akan 
diproses apabila persyaratan dalam 
pengurusan surat perintah pencairan dana 
sudah lengkap sesuai dengan ketentuan atau 
standar operasional prosedur yang ada, oleh 
karenanya berkas yang masuk untuk di 
proses pada loket bidang perbendaharaan 
adalah berkas yang sudah memenuhi 
persyaratan, berkas tersebutlah yang 
kemudian akan di layani dalam pengurusan 
surat perintah pencairan dana. Oleh karena 
itu setiap orang yang akan mengurus surat 
perintah pencairan dana diharapkan untuk 
dapat memenuhi semua ketentuan 
administrasi yang ada sesuai dengan standar 
operasional prosedur. Berkas yang tidak 
memenuhi syarat dalam pengurusan surat 
perintah pencairan dana akan dikembalikan 
setelah melalui proses ferivikasi oleh petugas 
yang berwenang. 
Fakta yang terjadi dalam pengurusan 
SP2D berbeda dengan harapan yang di 
ingikan dimana kurangnya pelayanan yang 
baik oleh pemerintah kepada warga negara 
menjadi pembicaraan umum, hal ini terjadi 
dibidang perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. Dalam pembicaraan secara 
informal peneliti dengan para pengguna jasa 
khusunya dalam pengurusan SP2D selalu 
menyebutkan adanya kelambatan dalam 
proses pencairan dana anggaran kegiatan. 
Umumnya para rekanan dan bendaharawan 
memerlukan waktu yang lebih lama dari yang 
seharusnya untuk mengurus pencairan dana 
meskipun jika seluruh syarat sudah dipenuhi. 
Kelambatan pelayanan yang menghabiskan 
waktu berhari-hari yang dirasakan oleh para 
rekanan dan bendaharawan akan sangat 
menjengkelkan warga masyarakat yang 
memerlukan layanan. Ketidak puasan 
pengguna layanan ditambah lagi dengan 
adanya aparatur yang tidak selalu di tempat 
dengan alasan yang tidak jelas, serta 
seringnya ditemukan kesalahan-kesalahan 
pada dokumen yang perbaikannya akan 
memerlukan waktu lama.  
Berdasarkan pengamatan awal, hal 
tersebut terjadi tidak lepas dari kurang 
sarana-prasaran dalam penerbitan surat 
perintah pencairan dana, begitu pula sarana 
ruang tunggu yang belum cukup memadai, 
walaupun ruangan yang disediakan untuk 
menunggu terhitung cukup luas namun 
kadang terlihat pengguna jasa yang 
menunggu surat perintah pencairan dana 
yang masih duduk dilantai karena minimnya 
kursi yang ada serta sebagian dari ruangan 
tunggu terlihat sempit karena digunakan 
untuk menyimpan berkas - berkas. 
Keterlambatan yang terjadi dalam pelayanan 
surat perintah pencairan dana juga sebabkan 
oleh minimnya tenaga ferivikasi berkas untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana, 
serta masih kurangnya sumber daya yang 
dimiliki oleh petugas yang menyebabkan 
lambanya proses pendataan berkas yang 
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masuk. Selain itu kurangnya kepedulian 
pegawai untuk menyelesaikan  dan terkadang 
pegawai masih terlambat untuk datang ke 
kantor sehingga pekerjaanya untuk lebih 
cepat dan tepat dengan waktu yang 
ditargetkan dalam pengurusan Surat perintah 
pencairan dana yang terkadang menyebabkan 
waktu pengurusan yang tadinya berdasarkan 
aturan seharusnya tiga hari masa kerja malah 
bisa menjadi lebih dari hari yang telah 
ditentukan tersebut. 
Dari fenomena yang ada dalam 
pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) di Bidang Perbendaharaan Pada 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Sigi, peneliti merasa 
tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi, 
oleh karena itu dalam penelitian akan 
menganalisis tentang “Kualitas Pelayanan 
Surat Perintah Pencairan Dana di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi”. maka rumusan masalah 
penelitian adalah : “Bagiamana Kualitas 
Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana Di 
Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi.?” 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai 
adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan 
Surat Perintah Pencairan Dana Di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. 
 
METODE  
Penelitian ini adalah tipe deskriptif 
kualitatif. Penelitian kualitatif menurut 
Sugiyono (2007:1) adalah metode penelitian 
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 
obyek yang alamiah dimana peneliti adalah 
sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara 
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian lebih 
menekankan pada makna daripada 
generalisasi. Dalam penelitian kualitatif ini 
peneliti menggunakan instrumen untuk 
mengumpulkan data dan mengukur status 
variabel yang diteliti, sehingga ditemukan 
kejadian relatif, distributif dan hubungan-
hubungan antara variabel-variabel dimana 
variabel-variabel yang akan diteliti 
menyelesaikan obyek yang diteliti melalui 
data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2007:3). 
Lokasi penelitian ini adalah Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten Sigi. Informan dalam 
penelitian ini adalah mereka yang memiliki 
kriteria sebagai berikut : 
1.  Mereka yang menguasai atau memahami 
tentang Penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerarh 
Kabupaten Sigi 
2.  Mereka yang diberikan tanggungjawab 
melaksanakan amanat untuk memberikan 
pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerarh Kabupaten 
Sigi. 
3. Mereka yang pernah atau sementara 
mengurus Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 
Sigi. 
 Informan ditentukan berdasarkan 
teknik purposive sampling. Arikunto 
(1997:127) menyebutkan, bahwa Purposive 
Sampling dilakukan dengan cara mengambil 
subjek bukan didasarkan atas strata, random 
atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya 
tujuan tertentu. Dengan demikian informan 
penelitian ditentukan berjumlah 5 orang.  
Data yang digunakan adalah Data 
primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari informan, dengan cara melakukan 
wawancara terhadapa informan penelitian 
yang telah ditentukan serta hasil observasi 
penelitia dilokasi penelitian. 
Jenis data yang digunakan adalah Data 
primer dan data sekunder. Sumber data 
adalah 
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1. Informan adalah obyek penelitian yang 
menguasai permasalahan yang diteliti. 
Kemudian menggunakan teknik purposive 
sampling yang dilakukan secara dengan 
didasarkan pada pertimbangan – 
pertimbangan tertentu terkait dengan 
Kualitas pelayanan surat perintah 
pencairan dana. 
2. Dokumen yaitu teknik dokumentasi yang 
dipakai untuk memperoleh data melalui 
bahan – bahan tertulis yang masih relevan 
dengan pelayanan surat perintah pencairan 
dana. Ini dilakukan untuk melangkapi 
informasi peneliti disamping untuk 
mendukung teknik – teknik pengumpulan 
data yang telah disebutkan diatas. 
3. Tempat peristiwa sebagai sumber data 
tambahan dilakukan melalui observasi 
langsung yang berkaitan dengan kualitas 
pelayanan surat perintah pencairan dana di 
bidang perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Sigi. 
Pengumpulan data dengan 
menggunakan metode: Observasi 
(Pengamatan), Interview (Wawancara), dan 
Dokumentasi. Teknik analisa data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis data kualitatif deskriptif menurut 
Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 
2010:246) yaitu suatu proses yang bersifat 
siklus antara tahap penyediaan data 
collection dan data reduction, data displey 
sampai tahap conclusions: 
drawing/verification..    
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 
Sigi. 
Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 10 tahun 2013 
tenatang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 
Sigi, bahwa kedudukan Tugas dan Fungsi 
Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaa 
otonomi daerah, pimpinan oleh seorang 
Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai 
tugas melaksanakan urusan pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan dan dalkam melaksanakan tugas 
tersebut, Dinas daerah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis di bidang pendapatan pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 
b. Melaksanakan penyelenggaraan urusan 
pemerintah dan pelayanan umum di 
bidang pendapatan pengelolaan keuangan 
dan aset daerah. 
c. Pembinaan dan pelaksanaa tugas di bidang 
pendapatan pengelolaan keuangan dan 
aset daerah. 
d.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
Bersarkan Peraturan Bupati Sigi 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang uraian tugas 
dan fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 
Sigi. Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi 
berkedudukan sebagai unsur pelaksana 
otonomi daerah dibidang pengelolaan 
keuangan uang dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
sekretaris Daerah Kabupaten. 
Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi 
mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas 
ototnomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang pendapatan pengelolaan keuangan 
dan aset daerah. Dalam penyelenggaraan 
tugas, Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuagan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Sigi, mempunyai fungsi : 
1. Melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis di bidang pendapatan pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 
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2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pendapatan pengelolaan keuangan 
dan vaset daerah. 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di 
bidang pendapatan pengelolaan keuangan 
dan aset daerah. 
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi tersebut diatas, Dinas Pendapatan 
pengelolaan Keuangan dan Aset daerah 
Kabupaten Sigi, mempunyai kewenangan 
sebagai berikut: 
1. Menyusun rencana program pendapatan 
daerah setiap tahun anggaran 
2. Menyusun rencana target penerimaan. 
3. Melaksanakan pendaftaran pendataan 
onjek/subjek Pendapatan asli Daerah 
(PAD). 
4. Melaksakan koordinasi pembinaan serta 
pengawsan atas pelaksanaan pemungutan 
PAD yang dipungut langsung oleh Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) maupun oleh 
Dinas/instansi/unit satuan kerja 
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 
 
Kualitas Pelayanan Surat Perintah 
Pencairan Dana Di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. 
Pelayanan yang berkualitas merupakan 
hal yang harus dipenuhi oleh setiap 
organisasi yang menawarkan/menjual 
jasanya kepada publik.  Telah dikemukakan 
pada bagian terdahulu bahwa suatu 
pelayanan dikatakan berkualitas jika mampu 
memenuhi preferensi konsumennya. Dengan 
demikian, kepuasan pelanggan merupakan 
determinan kunci untuk bisa mencapai suatu 
pelayanan yang berkualitas. 
Untuk memberikan layanan yang baik 
kepada pengguna jasa, maka harus ditunjang 
dengan kemampuan pemberi layanan dalam 
memberikan layanan kepada pengguna jasa 
yang merupakan objek dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara  mengukur  lima 
indikator yang digunakan dalam mengukur 
variabel kualitas pelayanan dengan 
menggunakan teori yang dikemukakan oleh 
Parasuraman, et.al  (Lupiyoadi 2001:148), 
yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability 
(keandalan), Responsiveness (daya tanggap), 
Assurance (jaminan dan kepastian), dan 
Emphaty  (empati). 
Kualitas pelayanan Surat Perintah 
Pencairan Dana di Bidang Perbendaharaan 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi, dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
 
Tangibles (bukti fisik). 
Dimensi tangibles (bukti fisik), dimensi 
ini berkaitan dengan hal-hal lain yang secara 
langsung dapat membuktikan tentang 
seberapa jauh perhatian aparat dalam 
penyelengaraan pelayanan. Dimensi 
tangibles (bukti langsung) dapat dilihat atau 
diamati seperti papan pengumuman yang 
memadai, jumlah petugas yang ada mampu 
melayani pemohon, tersedianya fasilitas 
pelayanan yang memadai, dan penampilan 
pegawai yang menarik dalam memberikan 
pelayanan. 
Parasuraman, et.al (Lupiyoadi 
2001:148), menjelaskan bahwa Tangibles 
(bukti fisik)  yaitu  kemampuan suatu 
perusahaan  dalam menunjukan eksistensinya 
kepada pihak eksternal.  Penampilan dan  
kemampuan sarana dan  prasarana fisik 
perusahaan dan keadaan lingkungan 
sekitarnya adalah bukti nyata dari  pelayanan 
yang diberikan oleh pemberi jasa. Yaitu 
meliputi fasilitas fisik   (gedung, gudang dan 
lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang  
digunakan (teknologi) serta penampilan 
pegawainya.  
Tangibles (bukti fisik), menyangkut 
tampilan fisik  gedung baik dari luar maupun 
dari dalam  ruangan yang meliputi: Gedung 
serta sarana dan prasarana yang memadai 
Abdullah, Kualitas Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana Di Bidang Perbendaharaan Dinas …………………88 
sehingga dapat memberi kenyamanan bagi  
pengguna jasa yang mengurus penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. 
Pentingnya penyediaan fasilitas fisik 
yang memadai juga tercermin dalam UU RI 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik pasal 15 poin (d) dan (e) yang 
menyatakan: “menyediakan sarana, 
prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan 
publik yang mendukung terciptanya iklim 
pelayanan yang memadai; memberikan 
pelayanan yang berkualitas sesuai dengan 
asas penyelenggaraan pelayanan publik.” 
Sarana menjadi salah satu faktor 
penting untuk menunjukkan kemampuan 
suatu organisasi, sarana penunjang pelayanan 
merupakan bagian yang dapat dijadikan 
sebagai penentu apakah kualitas pelayanan 
yang diberikan baik atau tidak, dan sekaligus 
sebagai pendukung kelancaran suatu proses 
pelayanan. 
Sebagaimana data yang didapatkan dari 
Dinas DPPKAD Kab. Sigi Pencetakan SP2D 
menggunakan fasilitas Komputer 1 unit, 
Printer Khusus untuk print SP2D berjumlah 1 
Unit. Kondisi ini tergolong minim. 
Oleh sebab itu, perlu adanya sarana 
yang memadai sehingga dapat menimbulkan 
respon yang positif yang diberikan oleh 
masyarakat, berimplikasi terhadap efesiennya 
waktu pengerjaan serta akan mempermudah 
masyarakat dalam mengetahui informasi 
yang dibutuhkan. Sarana penunjang tersebut 
juga dapat membantu aparatur di Bidang 
Perbendaharaan dalam pengerjaan teknis 
pelayanannya penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana sehingga akan semakin 
mudah dalam memberikan pelayanan yang 
cepat dan tepat. 
Ruang pelayanan yang nyaman dapat 
meningkatkan produktifitas kerja dan 
perasaan betah bagi masyarakat yang 
menunggu. Untuk itu ruang tunggu  
pelayanan hendaknya dibuat agar nyaman 
dan tidak membosankan. 
Dalam hal tersedianya ruang tunggu 
yang nyaman. tersedianya tempat duduk yang 
menyenangkan, yakni tempat duduk yang 
dapat membuat mereka rileks. Itulah 
sebabnya ruang tunggu sering menggunakan 
kursi khusus ruang tunggu dan suhu ruangan 
yang sejuk juga mempengaruhi betah dan 
tidaknya pengguna jasa untuk menunggu. 
Ruang tunggu yang ada dalam 
pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana 
dalam menciptakan rasa nyaman kepada 
pengguna jasa. Kursi ruang tunggu yang 
belum tersedia memadai dan keterbatasan 
pendingan ruangan, menjadi kendala dalam 
menciptakan rasa nyaman pada mereka yang 
mengurus Surat Perintah Pencairan Dana di 
Bindang Perbendaharaan. 
Pembenahan ruang tunggu sangatlah 
penting mengingat ruang tunggu pada 
organisasi publik biasanya adalah bagian 
depan dalam memberikan pelayanan publik 
sehingga seyogyanya dapat memberikan rasa 
nyaman dan sesuai dengan ekspektasi serta 
harapan  yang mengurus Surat Perintah 
Pencaiaran Dana. 
Dimensi tangible yang memiliki salah 
satu aspek sarana pendukung dalam 
pengurusan dokumen pertanahan bahwa 
harapan masyarakat jauh lebih besar dari apa 
yang dirasakan sehingga perlu adanya 
pembenahan dari aspek ini agar supaya 
masyarakat yang menerima pelayanan 
tersebut akan merasa puas dan akan 
memenuhi salah satu syarat yang harus 
terpenuhi dalam menciptakan pelayanan yang 
berkualitas. 
Menurut Moenir (2014:88) bahwa: 
“Kesadaran para pejabat dan petugas yang 
berkecimpung dalam pelayanan publik dapat 
mendukung berjalannya suatu pelayanan 
dengan baik.” Hal senada dikemukan oleh 
Tandjung (2004:112). “Prasarana yang 
berkaitan dengan penerima layanan juga 
harus diperhatikan oleh pemberi layanan. 
Gedung yang megah dengan fasilitas 
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pendingin (AC), alat telekomunikasi yang 
cangggih atau perabot kantor yang 
berkualitas, dan lain-lain menjadi 
pertimbangan (penilaian) penerima layanan 
dalam mendapatkan suatu jasa.” 
Kesadaran akan pentingnya pelayanan 
yang berkualitas ternyata bisa dicederai 
dengan hal-hal yang kecil seperti kerapihan 
misalnya, kerapihan yang kurang baik akan 
menimbulkan asumsi masyarakat kecil 
bahwa mereka tidak dilayani seperti 
masyarakat menengah ke atas. Oleh sebab itu 
perlu adanya dorongan dari pimpinan untuk 
menumbuhkan kesadaran yang tinggi 
terhadap pelayanan yang mereka lakukan 
serta konsistensi akan aturan yang berlaku 
menjadi hal yang harus diprioritaskan. 
 
Reliability (kehandalan). 
Kehandalan adalah kemampuan aparat 
dalam memberikan pelayanan secara akurat 
dan sesuai dengan standar mutu yang telah 
ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat. 
Dimensi ini dapat dilihat seperti kesiapan 
aparat sesuai tugas pokoknya, pemberian 
informasi kepada pengguna jasa, aparat yang 
tanggap terhadap keinginan atau kemauan 
pengguna jasa dan kemudahan prosedur. 
Kecepatan petugas pelayanan dalam 
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa 
ditempat pelayanan penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana di Bidang Perbendaharaan 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi dinilai 
sangat penting karena pelayanan memang 
harus membutuhkan kecepatan pegawai 
dalam melayani dan sekaligus menindak 
lanjuti setiap permasalahan yang dihadapi 
oleh pengguna jasa. 
Parasuraman, et.al  (Lupiyoadi 
2001:148), menjelaskan bahwa Reliability 
(keandalan) adalah kemampuan perusahaan  
untuk memberikan  pelayanan sesuai yang 
dijanjikan secara akurat dan  terpercaya. 
Kinerja harus sesuai dengan harapan 
pelangganyang berarti ketepatan waktu, 
pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 
tanpa kesalahan, sikap simpatik dan dengan 
akurasi yang tinggi.  
Reliability (Kehandalan) adalah 
kemampuan pegawai dalam penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi termasuk sumber daya 
manusia dalam memberikan pelayanan  
secara benar, akurat, sesuai dengan yang 
dijanjikan yaitu Pelayanan yang mudah, 
tepat,  benar (akurat), dapat memenuhi 
kebutuhan pengguna jasa sesuai atau 
melebihi  apa yang diharapkan.  
Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan, ditegaskan bahwa: 
“Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
Kemudian waktu-waktu yang diperlukan 
dalam setiap proses pelayanan (dari tahap 
awal sampai akhir) dijumlahkan untuk 
mengetahui keseluruhan waktu yang 
dibutuhkan. Proses identifikasi waktu 
pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis 
pelayanan.”  
Aparatur di Bidang Perbendaharaan 
memiliki tugas pelayanan penerbitan Surat 
Perintah Pencaiaran Dana yang cukup intens, 
namun dengan belum memiliki sarana yang 
memadai sehingga tidak diragukan lagi 
dalam pengurusan penerbitan Surat Perintah 
Pencaiaran Dana akan memakan waktu 
pelayanan yang belum efisien mengingat 
banyaknya pelayanan yang harus dikerjakan 
khususnya dalam pengurusan penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana ditambah 
kekurangan personil menjadi salah satu 
kendala dalam mewujudkan kualitas 
pelayanan publik. 
Realibility (kehandalan) di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
kabupaten Sigi dalam pengurusan penerbitan 
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Surat Perintah Pencaiaran Dana belum 
terwujud dengan baik.  Menurut Suryani, 
(2013: 91) Kehandalan dapat terwujud 
apabila pemberi layanan dapat memberikan 
pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan 
secara akurat dan terpercaya.  
Pelayanan penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana berdasarkan penelitian 
penulis belum memberikan pelayanan sesuai 
dengan waktu yang dijanjikan sebelumnya 
dalam SP2D dikarenakan masih ada beberapa 
kendala sehingga waktu yang dijanjikan tidak 
dapat terpenuhi secara akurat. Padahal aspek 
ini cukup berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan publik karena apabila aspek ini 
tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi 
kepercayaan masyarakat terhadap pemberi 
layanan yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sigi 
khususnya Bidang Perbendaharaan. 
 
Responsiveness (daya tanggap).  
Dimensi daya tanggap berkaitan 
dengan tingkat ketanggapan aparat dalam 
memahami aspirasi dan kebutuhan pelanggan 
serta memberikan respon atas aspirasi dan 
kebutuhan tersebut. Dimensi daya tanggap ini 
dapat dilihat dari kecepatan pegawai dalam 
proses pelayanan, kecepatan menyelesaikan 
keluhan, dan kemampuan aparatur dalam 
pemberian pelayanan karena setiap 
masyarakat menginginkan adanya proses 
pelayanan yang cepat dari aparat. 
Penyelesaian tahapan kegiatan 
pelayanan penerbitan Perintah Pencaiaran 
Dana di Bidang Perbendaharaan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten Sigi yang cepat, Karena 
semakin cepat pelayanan yang diberikan 
kepada pengguna jasa maka pengguna jasa 
akan semakin puas.  
Parasuraman, et.al (Lupiyoadi, 
2001:148), menjelaskan bahwa 
Responsiveness (daya tanggap) yaitu   
kemauan   untuk   membantu   dan 
memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 
kepada  pelanggan, dengan penyampaian 
informasi yang jelas. 
Responsiveness  (Daya tanggap), 
adalah memberikan pelayanan dengan baik, 
tanggap terhadap kebutuhan serta keluhan 
pengguna jasa dan memberikan pelayanan 
dengan cepat dan tepat  sesuai dengan 
kebutuhan pengguna jasa dalam penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. 
Daya tanggap yang cukup baik yang 
dimiliki pegawai di Bidang Perbendaharaan 
seyogyanya dapat membantu masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan yang 
berkualitas, dimana terwujudnya kualitas 
pelayanan pada dasarnya terwujud 
berdasarkan penilaian penerima layanan, 
sehingga daya tanggap yang dimiliki oleh 
aparatur di Bidang Perbendaharaan perlu 
untuk selalu dioptimalkan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dan khususnya 
dalam pengurusan Surat Perintah Pencaiaran 
Dana yang memiliki intensitas pengurusan 
yang tinggi dengan demikian harapan 
masyarakat tidak begitu jauh dengan apa 
yang dirasakan oleh mereka yang mengurus 
penerbitan Surat Perintah Pencaiaran Dana di 
Bidang Perbendaharaan Dina Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. 
 
Assurance (jaminan dan kepastian). 
Berkaitan dengan garansi terhadap 
produk yang diberikan kepada pengguna jasa 
sehingga pengguna jasa mendapatkan 
kepastian akan pelayanan yang baik dan 
bermutu. Dimensi Assurance (Jaminan)  
dapat dinilai dari jaminan akan pemrosesan 
berkas, jaminan penyelesian urusan tepat 
waktu, jaminan penyelesaian atas keluhan 
pemohon telah sesuai dengan pelayanan yang 
diberikan oleh aparat, dan jaminan pelayanan 
yang adil dalam penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana di Bidang Perbendaharaan 
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Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi. 
Parasuraman, et.al  (Lupiyoadi 
2001:148), menjelaskan bahwa Assurance 
(jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, 
kesopansantunan,  dan kemampuan para 
pegawai perusahaan untuk menumbuhkan 
rasa percaya para  pelanggan  kepada 
perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen 
antara lain komunikasi, kredibilitas, 
keamanan, kompetensi dan sopan santun.  
Assurance (Jaminan) adalah meliputi 
rasa aman selama berada di tempat 
pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana di 
Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi termasuk kemampuan dan 
pengetahuan, sopan santun pengawai dalam 
memberikan pelayanan, hal ini dapat  
menimbulkan kepercayaan  dan meyakinkan 
pengguna jasa untuk betah di tempat 
pengurusan surat perintah pencairan dana. 
Berkaitan dengan indikator Assurance 
(Jaminan), yang diberikan oleh pegawai 
dalam pelayanan penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana untuk menciptakan 
pelayanan yang berkualitas adalah melalui 
interaksi langsung dari pemohon penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. 
Dilihat dari aspek Assurance (Jaminan) 
yang diberikan oleh petugas dalam 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana di 
Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi dapat dikatakan sudah 
terpenuhi namun demikian perlu untuk 
melakukan beberapa upaya perbaikan seperti 
waktu pelayanan yang perlu utnuk lebih 
dimaksamalkan sehingga pengguna jasa tidak 
tersita waktu untuk menunggu pemrosesan 
berkas dalam penerbitan Surat Perintah 
Pencaiaran Dana di Bidang Pernendaharaan 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi 
Domingo dalam triguno (1999:77) 
mengemukakan bahwa “dimensi kualitas 
pelayanan dapat diukur  melalui waktu, 
ketepatan, kehormatan, kepekaan, 
kelengkapan, kesiapan, kenyamanan dan 
lingkungan”.   
Selanjutnya Thoha (1995:181) 
menjelaskan bahwa “ kualitas layanan sangat 
tergantung padabagaimana pelayanan itu 
diberikan oleh anggota dan sistem yang 
dipakai dalam organisasi”. Artinya aktivitas 
organisasi adalah aktivitas orang-orang, 
sedangkan orang atau manusia adalah 
unsurutama dalam setiap organisasi.  
 
Emphaty  (empati). 
Berkaitan dengan perhatian yang 
diberikan kepada pelanggan oleh pelayan, 
atas pelayanan, atas pelayanan yang didapat 
dari aparat birokrasi, sehingga tercipta 
suasana yang harmonis dan saling pengertian 
antara pihak yang melayani dengan yang 
dilayani. Dimensi empati dapat dilihat dari 
keramahan pegawai dalam proses pelayanan, 
kemudahan untuk dihubungi oleh pemohonan 
dalam memberikan pelayanan penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana di Bidang 
Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. 
Parasuraman, et.al  (Lupiyoadi 
2001:148), menjelaskan Emphaty  (empati)  
yaitu  memberikan  perhatian yang tulus yang 
bersifat individual atau pribadi yang 
diberikan kepada para pelanggan dengan 
berupaya memahami keinginan pelanggan.  
Empathy (Empati) adalah  kepekaan 
dan perhatian  kepada setiap pengguna tanpa 
melakukan diskriminasi dan adanya 
kepedulian pegawai terhadap pengguna jasa 
secara individu. Setiap pengguna jasa 
diperlakukan sama dan adil untuk 
menerbitkan surat perintah pencairan dana di 
Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan 
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Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sigi. 
Kualitas pelayanan Surat Perintah 
Pencaiaran Dana di Bidang Perbendaharaan 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi bila dilihat 
dari dimensi empathy (empati) sudah 
terlaksana sesuai dengan harapan 
masyarakat, dimana petugas memberikan 
perlakuan yang sama kepada setiap yang 
mengurus Surat Perintah Pencaiaran Dana 
yang dilayani, sehingga tercipta suasana yang 
harmonis dan saling pengertian antara pihak 
yang melayani dengan yang dilayani, 
meskipun disisi lain masih ada pula 
kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi 
seperti perlu memberikan informasi cepat 
kepada pemohon terhadap kekurangan berkas 
yang dimiliki. Selain itu pengurusan yang 
yang menekankan pada Standar Operasional 
Prosedur sehingga pengurusan dapat berjalan 
dengan baik.  
Menurut Moenir (2006:41) sepanjang 
dalam keadaan yang sama, maka apapun 
perbedaan pengguna layanan tidak dapat 
dijadikan alasan bagi diskriminasi perlakuan 
pelayanan. Menurut Tjiptono (2002:43) 
bahwa kualitas pelayanan dilihat dari aspek 
perhatian (emphaty) meliputi kemudahan 
dalam melakukan hubungan, komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi dan memahami 
kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, sikap 
kepribadian dalam melakukan pelayanan 
penting dilihat seperti ramah, sopan, dan 
seterusnya. Pelayanan yang berkualitas 
berarti juga dilihat dari tutur kata, sikap, dan 
perilaku petugas.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kualitas Pelayanan Surat Perintah 
Pencaiaran Dana di Bidang Perpendaharaan 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Darah kabupaten Sigi, berdasarkan 
hasil penelitian belum terlaksana secara 
maksimal. Hal ini dibuktikan dengan 5 
indikator yang dijadikan tolak ukur dalam 
penelitian hanya dua fokus kajian yang 
terpenuhi yaitu indikator daya tanggap 
(responsiviness) dan indikator empati 
(empathy). Sedangkan indikator lain seperti 
Tangibles (bukti fisik) belum maksimal, 
Reliability (kehandalan) belum terwujud, dan 
Assurance (jaminan dan kepastian) belum 
memadai.  
Berdasarkan kesimpulan diatas maka 
yang dapat direkomendasikan adalah sebagai 
beikut : 
1. Dinas Pendapat Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Darah kabupaten Sigi 
khususnya Bidang Perbendaharaan 
untuk dapat melengkapi fasilitas ruanga 
tunggu seperti kursi dan alat pendingin 
ruangan. 
2. Pimpinan Dinas Pendapat Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Darah kabupaten 
Sigi khususnya Bidang Perbendaharaan 
perlu menambah petugas dalam 
pengurusan penerbitan Surat Perintah 
Pencaiaran Dana, begitu juga 
penambahan sarana pendukung seperti 
Print dan Komputer. 
3. Pimpinan Dinas Pendapat Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Darah kabupaten 
Sigi khususnya Bidang Perbendaharaan 
perlu melakukan evaluasi berkala dalam 
pemberian layanan di Bidang 
Perbendaharaan khususnya dalam 
pengurusan penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana. 
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